BAB II
KAJIAN TEORI

A.Teori Penegakan Hukum
1. Pengertian Penegakan Hukum

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa
kebijakan legislatif/formulatif dapat dituangkan dalam
berbagai undang-undang baik kitab undang-undang hukum
acara pidana di dalam dan diluar KUHAP maupun undang-
undang pelaksanaan pidana dan untuk menegakkan undang-
undang tersebut maka diperlukan penegakan hukum dalam
upaya menerapkan hukum pidana yang diartikan sebagai
kebijakan aplikatif guna penanggulangan kejahatan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari
kebijakan kriminal sebagai salah satu keseluruhan kebijakan
penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum
pidana bukan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat
menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara
tuntas akan tetapi kehadirannya sangat diharapkan di negara
Indonesia yang berdasarkan atas hukum guna menegakkan
hukum pidana di Indonesia.

Peran penegak hukum dalam negara berdasarkan
hukum dinyatakan oleh Satjipto Rahadjo dalam buku John
Kenedi yang menyatakan bahwa hukum tidak memiliki
fungsi apa-apa, bilamana tidak diterapkan atau ditegakkan
bagi pelanggar hukum, yang menegakkan hukum dilapangan
adalah aparat penegak hukum.!

Penegakan hukum (law enforcement), merupakan suatu
istilah yang mempunyai keragaman pengertian. Dalam arti
luas mencakup kegiatan melaksanakn dan menerapkan

1 John Kenedi, Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor
24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran di Provinsi Bengkulu, (Bengkulu: Vanda
Marcom, 2016), h. 218
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hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap
pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh
subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan maupun
melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian
sengketa lainnya (alternative desputes or conflicts resolution).?

Bahkan dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan
penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas agar
hukum sebagai perangkat kaedah normatif yang mengatur
dan mengikat para subyek hukum dalam segala aspek
kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehingga benar-
benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana
mestinya. Dalam arti sempit diartikan sebagai pelaksanaan
peraturan perundang-undangan terhadap perilaku subyek
hukum yang menyimpang yang membutuhkan bekerjanya
sistem peradilan pidana melalui putusan hakim sedangkan
menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum dalam arti
sempit yaitu menyangkut kegiatan penindakan terhadap
setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan
perundang-undangan dan yang sempit lagi melalui proses
peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian,
kejaksaan,advokat dan badan-badan peradilan.?

Namun secara konsepsional pengertian penegakan
hukum menurut Satjipto Rahardjo dalam buku John Kenedi
adalah: Suatu proses untuk mewujudkan keingan-keinginan
hukum vyaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat
undang-undang yang dirumuskan dana ditetapkan dalam
peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi
kenyataan. Oleh karena itu, dapat dikatakan, bahwa
penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan
perundang-undangan, walupun di dalam kenyataan di
Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga

2 John Kenedi, Menghadang Prostitusi Kajian,... h. 218
3 John Kenedi, Menghadang Prostitusi Kajian,... h. 218
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pengertian law enforcement begitu popular yang secara
umum diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat
sarana hukum tertentu guna memaksakan sanksi hukum
untuk menjamin penataan terhadap ketentuan yang telah
ditetapkan. Selain itu, menurut Soedarto mengartikan
penegakan hukum sebagai perhatian dan penggarapan
perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi
(onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang
mungkin terjadi (onrecht in potentie).*

Hal senada juga dikemukakan Soerjono Soekanto yang
mengemukakan bahwa Kegiatan untuk menyerasikan
hubungan niali-nilai yang terjebarkan di dalam kaedah-
kaedah yang mantap dan pengejawantahan dalam sikap dan
tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap
terakhir untuk menciptakan (sebagai social engineering) dan
memelihara serta mempertahankan (sosial control) kedamaian
pergaulan hidup. Dengan demikian, sistem penegakan
hukum yang baik menyangkut penyerasian antara nilai
dengan kaidah serta perilaku manusia yang nyata karena
didalam  pergaulan hidup manusia pada dasarnya
mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa
yang baik dan apa yang buruk serta didalam pandangan
tersebut terwujud pasangan nilai-nilai yang perlu dijabarkan
lebih konkret terhadap kaedah-kaedah yang berisi perintah,
larangan atau hal yang diperbolehkan sehingga kaedah-
kaedah tersebut kemudian menjadi pedoman atau ukuran
bagi perilaku manusia yang dianggap pantas atau
seharusnya. Perilaku atau sikap tindak manusia tersebut
bertujuan  untuk  menciptakan, = memelihara  dan
mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari
pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa

4 John Kenedi, Menghadang Prostitusi Kajian,... h. 219
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penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum

yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur

dan aturan-aturan, yaitu:®

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di
lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa
pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar
larangan tersebut.

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang
melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu
dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah
melanggar larangan tersebut.

2. Macam-macam lembaga penegakan hukum di Indonesia
a. Kejaksaan
Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang
Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem
ketatanegaraan di  Indonesia, lembaga Kejaksaan
merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk
kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi
fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga
yudikatif.
Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen
Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa
kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan
dengan kekuasaan kehakiman, penegasan mengenai
badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41
Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman yang berbunyi :

5 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Surabaya: Putra Harsa, Sirabaya,
1993), h 23
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“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia,
dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan
mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana
sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

b. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem
peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang tersebut memberi definisi tentang
kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, demi

terselenggaranya ~ Negara ~ Hukum  Republik

Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima,
memeriksa dan memutus perkara yang diajukan
kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim
bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa
Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti
sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian
dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan
keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

a. Advokat
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Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003
tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi
profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa
Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri
yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-
undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi,
bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai
penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu
perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai
kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam
menegakan hukum dan keadilan.

. Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam
Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan yang mengubah system kepenjaraan
menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan
merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum,
oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan
dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa
Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik
pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal
kehidupan  narapidana selama  menjalani masa
pidana.Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana
penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar
negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan
Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia
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Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus
narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa
“Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti
bahwa narapidanapun haruslah juga mendapatkan
kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang
lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

. Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur
dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian
mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan
ketertiban ~ masyarakat, menegakkan  hukum, dan
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana,
Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik
yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di
atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHAP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas
tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan
bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah
negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman,
keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.”

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan
masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap
penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang
merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya
tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan
merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah
tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana
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terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan
berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada  tindakan  penyelidikan, = penekanannya
diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan”
suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai
tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat
penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta
mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat
terang tindak pidana yang ditemukan dan juga
menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHAP “Penyidik adalah pejabat
polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai
negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh
undang- undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat (2) KUHAP “Penyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan
guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHAP “Penyelidik adalah pejabat
polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang
oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat (5) KUHAP “Penyelidikan adalah
serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan
penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.”

¢ John Kenedi, Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan dalam
Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, Jurnal Nuansa: Jurnal Studi Islam dan
Kemasyarakatan, Vol 12, No.1 Tahun 2019
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Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-
unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan
adalah:

a) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang
mengandung tindakan-tindakan yang antara satu
dengan yang lain saling berhubungan;

b) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut
penyidik;

c) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan
perundang- undangan.

d) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan
bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan  keempat unsur tersebut dapat
disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah
diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu
belum terang dan belum diketahui siapa yang
melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang
itu diketahui dari penyelidikannya.”

e) Pegawai Negeri Sipil (SATPOL PP)

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6
ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang
mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada
dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada
undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan
sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu
pasal. Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat
pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang
menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam
undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan
pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7
ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

7 Pebri, Skripsi, Penegakan Hukum Di Indonesia, UMY Malang, 2022, h 33
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“Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang
sesuai dengan undangundang yang menjadi landasan
hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan
tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan
penyidik Polri”.

B. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata "demos", yang artinya rakyat
dan “cratien” yang artinya memerintah. Jadi, sistem
pemerintahan yang demokratis adalah sistem yang meletakkan
kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi
merupakan asas yang dipergunakan dalam kehidupan
ketatanegaraan yang berasal dari zaman Yunani, yang
pengertiannya banyak dibahas di dalam kalangan ilmu politik
dan kenegaraan serta di dalam kalangan politik praktis.’

Pernyataan tersebut menurut Bonger, tidak tepat, sebab
demokrasi pernah juga terdapat di luar lapangan ketatanegaraan
mendahului demokrasi sebagai bentuk ketatanegaraan dan
sampai saat ini masih ada yaitu dalam dunia organisasi yang
merdeka, dengan kata lain demokrasi adalah suatu bentuk
pimpinan kolektivitas yang berpemerintahan sendiri, dalam hal
mana sebagian anggota-anggotanya turut ambil bagian dalam
pemerintahan, sehingga  jika demokrasi dikaitkan
pemahamannya dengan kedaulatan rakyat, maka sistem
pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat untuk
rakyat. Hal ini senada dengan pendapat Hans Kelsen dalam
buku Ade Kosasih yang menyatakan bahwa demokrasi itu
adalah pemerintahan oleh rakyat untuk rakyat.’

8 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan Antara DPD dan DPRD
Dalam Sistem Parlemen Bikameral, Bengkulu:Vanda, 2016, h 14
9 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 14
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Menurut A. Ridwan Halim, teori demokrasi ini

mengajarkan bahwa:10

1.

Yang berdaulat atau yang memegang kekuasaan tertinggi di
dalam negara bukan lagi raja seperti yang diajarkan oleh teori
kedaulatan raja, melainkan rakyat dari negara yang
bersangkutan.

Kedaulatan rakyat tersebut lahir dari adanya perjanjian antara
rakyat dengan rakyat atau antarwarga masyarakat, yang telah
saling berjanji untuk bersama-sama membangun negara.
Adapun yang menjadi hukum dalam negara ialah hukum
yang harus berasaskan demokrasi, yang harus diterapkan
secara langsung dan mutlak.

. Sedangkan keputusan rakyat tersebut berdasarkan "volonte

generale " yaitu kehendak rakyat mayoritas yang
penerapannya dipilih menurut suara terbanyak.

. "Volonte generale" itu berlaku mutlak sebagai hukum yang

mempunyai kekuatan mengikat atau daya paksa untuk ditaati
semua orang, yang secara konsepsional dapat dianggap
sebagai "jiwa undang-undang".
Dengan demikian pemerintah atau penguasa hanyalah orang
yang diberi kekuasaan oleh rakyat untuk mengatur negara.
Dengan demikian diharapkan tidak akan mungkin lagi
penguasa dapat berkuasa secara otoriter dan absolut,
mengingat segala hukum terletak pada kehendak rakyat
banyak.

Menurut Henry B. Mayo dalam Miriam Budiardjo,

menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan demokrasi

tersebut harus didasari oleh nilai-nilai sebagai berikut:™!

1.

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan melembaga;

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam

suatu masyarakat yang sedang berubah;

10 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 15
11 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 16
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3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur;

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minim;

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman;
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Nilai-nilai demokrasi tersebut perlu diselenggarakan oleh
beberapa lembaga sebagai berikut:12
1. Pemerintahan yang bertanggungjawab;

2. Adanya dewan perwakilan rakyat;

3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai
politik;

4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan
pendapat; dan

5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi
dan mempertahankan keadilan.

Sedangkan menurut Robert A. Dahl dalam
Taufiqurrohman ada enam lembaga yang melaksanakan nilai-
nilai demokrasi tersebut yaitu:!3
Para pejabat yang dipilih;

Pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala;
Kebebasan berpendapat;

Sumber informasi alternatif;

Otonomi asosional; dan

SO W=

Hak kewarganegaraan yang inklusif.

Pada dasarnya teori "kedaulatan rakyat" berlaku untuk
semua negara modern dewasa ini walaupun model
demokrasinya tidak sama satu dengan yang lainnya. Adapun
unsur-unsur demokrasi menurut Affan Gaffar dalam Juanda
yaitu sebagai berikut:14
1. Penyelenggaraan kekuasaan dari rakyat;

2. Kekuasaan diselenggarakan dengan tanggung jawab;

12 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 16
13 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 17
14 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 17
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3. Diwujudkan secara langsung ataupun tidak langsung;

4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau
kelompok lainnya;

5. Adanya proses Pemilu; dan

6. Adanya kebebasan sebagai HAM.

Sementara itu Sigmund Neumann dalam Juanda,
membagi sistem demokrasi menjadi 6 (enam) unsur pokok
yaitu:1®
1. Kedaulatan nasional di tangan rakyat;

Memilih alternatif dengan bebas;
Kepemimpinan yang dipilih secara demokratis;
Rule of law;

Adanya partai-partai politik; dan

ARSI

Kemajemukan.

Ditinjau dari syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya
pemerintahan demokratis yang berdasarkan atas hukum (rule of
law) ialah:16
1. Perlindungan konstitusionil, dalam arti bahwa konstitusi,
selain menjamin hak-hak individu, harus menentukan juga
cara prosedural untuk memperoleh perlindungan hak-hak
yang dijamin;

Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak;
Pemilihan umum yang bebas;
Kebebasan untuk menyatakan pendapat;

Ol L

Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi, dan beroposisi;
dan
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Sementara itu Austin Ranny dalam Miftah Thohah
berpendapat bahwa syarat-syarat demokrasi adalah:
1. Kedaulatan rakyat (popular souvereignity);
2. Kesamaan politik (political equality);

15 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 17
16 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 18
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Konsultasi atau dialog dengan rakyat (popular consultation);
Berdasarkan aturan suara mayoritas.
Secara rinci Amien Rais dalam Ismani, UP menawarkan

kriteria demokrasi sebagai berikut:1”

1.

Ol LN

© % N o

Partisipasi dalam pembuatan keputusan,

Persamaan di depan hukum,

Distribusi pendapatan secara adil,

Kesempatan pendidikan yang sama,

Empat macam kebebasan; meliputi kebebasan berbicara, pers,
berkumpul, dan beragam,

Ketersediaan dan keterbukaan informasi,

Mengindahkan fatsoen (tata krama),

Kebebasan Individu,

. Semangat kerjasama, dan

10. Hak untuk protes.

Menurut Juanda yang menyimpulkan unsur dan syarat

pokok demokrasi yaitu:18

1.

A

Kedaulatan di tangan rakyat;

Adanya mekanisme Pemilu yang fair;

Adanya partai politik yang kompetitif;

Adanya rotasi kekuasaan yang teratur dan terbatas;

Adanya lembaga legislatif sebagai lembaga kontrol lembaga
lain;

Adanya kebebasan warga negara dalam semua aspek
kehidupan;

Berfungsinya lembaga penegak hukum yang netral dan non
diskriminatif,

Berfungsinya pers sebagai kontrol negara;

. Adanya ruang gerak masyarakat untuk mengontrol, lembaga

negara; dan

10. Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat.

17 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 19
18 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 19
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Di Indonesia ketika era orde baru, demokrasi harus
berhadap-hadapan dengan tekanan politik yang didominasi oleh
pemerintah. Tatkala rezim orde baru mengalami kehancuran
dan berakhir, sebuah semangat dan cita-cita demokrasi yang
selama ini dipendam oleh rakyat Indonesia mulai tereksplorasi
oleh kaum reformis yang dipelopori oleh mahasiswa. Perubahan
struktural dan fundamental di segala bidang mulai ditata
kembali. Demokrasi formal prosedural yang selama ini
dilakukan tidak lagi relevan dengan tuntutan zaman, karena
tidak memunculkan nilai-nilai substansial demokrasi ideal.!?

Urgensi reformasi lembaga perwakilan sebagai manifestasi
kedaulatan rakyat menuju demokratisasi adalah suatu
keharusan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah
pembenahan lembaga perwakilan sebagai pintu utama
masuknya aspirasi rakyat Indonesia. Sebagaimana syarat-syarat
dan unsur-unsur demokrasi tersebut di atas harus tercermin
dalam proses pembentukan kebijakan yaitu peraturan
perundang-undangan oleh legislatif sebagai lembaga perwakilan
rakyat, dalam hal ini adalah DPRD.20

. Teori Siyasah Dusturiyah
1. Pengertian Siyasah Dusturiyah
Siyasah dusturiyah merupakan bagian figh siyasah yang
membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam
bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi
(undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya
perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi
(bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga
demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam

19 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 20
20 Ade Kosasih, Imam Mahdi, Hubungan Kewengan..., h 21
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perundang-undangan tersebut.?! Tujuan dibuatnya peraturan
perundang-undangan adalah untuk mewujudkan
kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan
manusia.

Permasalahan di dalam figh siyasah dusturiyah adalah
hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di
pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di
dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam figh siyasah
dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan
dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal
kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip
agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta
memenuhi kebutuhannya.??

Abul A’la al-Maududi mendefenisikan dustur dengan:
“Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang
menjadi landasan pengaturan suatu negara”.?

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata-
kata dustur sama dengan constitution dalam bahasa Inggris,
atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-
kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah
mustahil berasal dari kata dustur tersebut di atas.

Bila dipahami penggunaan istilah figh dusturi, untuk
nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah
pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam dustur itulah
tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan
di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam
satu negara sudah tentu perundang-undangan dan aturan-

2l Muhammad Iqgbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta:
Kencana, 2014, h 47

22 H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-
Rambu Syari’ah, Jakarta: Kencana, 2003, h 51

23 H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ..., h 52
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aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan dustur tersebut.?*

Dalam figh siyasah, konstitusi disebut juga dengan
“dusturi”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya
adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang
politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya,
kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan
(pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami
penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang
pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut
istilah, dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar
dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat
dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi)
maupun tertulis (konstitusi). Kata dustur juga sudah diserap
ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah
undang-undang dasar suatu negara.?

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang
diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini
adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota
masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata
hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan,
pendidikan, dan agama.?¢

Pembahasan tentang konstitusi ini juga berkaitan
dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di
suatu negara, baik sumber material, sumber sejarah, sumber
perundangan, maupun sumber penafsirannya. Sumber
material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok
undang-undang dasar. Inti persoalan dalam sumber
konstitusi ini adalah peraturan tentang hubungan antara
pemerintah dan rakyat yang diperintah. Perumusan

24 H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat ..., h 53
2% Muhammad Iqgbal, Kontekstualisasi Doktrin ..., h 177-178
26 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin ..., h 177-178
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konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang
sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakatnya,
politik maupun kebudayaannya. Dengan demikian, materi
dalam konstitusi itu sejalan dengan aspirasi dan jiwa
masyarakat dalam negara tersebut.
. Ruang Lingkup dan Kajian Siyasah Dusturiyah

Figh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan
yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara
umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:?

Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
. Persoalan bai’at
Persoalan waliyul ahdi
Persoalan perwakilan
. Persoalan ahlul halli wal aqdi

0@ ™0 o n o

. Persoalan wizarah dan perbandingannya

Persoalan figh siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat
dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy,
baik ayat-ayat Al-Qur“an maupun Hadis, maqosidu syariah,
dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat,
yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan
masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur
dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-
aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan
kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun
tidak seluruhnya.?

Allah berfirman dalam surat Al-Fath ayat 10 yang

berbunyi:

27 H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi ..., h 47
28 H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi ..., h 47-48
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Artinya: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia
kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya
berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan
mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka
sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan
barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Dia akan
memberinya pahala yang besar.
Menurut al-Fairuzabady, Al-Baiah berarti berjabat
tangan ketika melakukan perjanjian jual beli atau ketika
melakukan perjanjian setia (mubaya’ah) atau ketika berjanji
untuk taat. Ibnu al-Mandhur mengartikannya, al-bai’ah
adalah berjabat tangan ketika jual beli atau ketika melakukan
perjanjian setia atau berjanji untuk taat.?
Apabila dilihat dari sisi lain figh siyasah dusturiyah
dapat dibagi kepada:3°
a. Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk di dalamnya persoalan
ahl al-hall wa al ‘aqd, perwakilan persoalan rakyat.
Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu
negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang,
peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.

b. Bidang siyasah tanfidhiyah, termasuk di dalamnya persoalan
imamah, persoalan bai’ah, wuzarah, waliy al-ahdi, dan lain-
lain.

c. Bidang siyasah qadha’iyah, termasuk di dalamnya masalah-
masalah peradilan.

d. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-
masalah administratif dan kepegawaian.

2 H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi ..., h 100-101
30 H.A.Djazuli, Figh Siyasah Implementasi ..., h 48
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Sesuai dengan  tujuan negara  menciptakan
kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara
mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan
tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara
dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan
yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas
ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (al-sulthah al-
tasyri’iyyah). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan
untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas
nash-nash Al-Qur“an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha
negara unttuk memahami dan mencari maksud sebenarnya
tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi
adalah melakukan metode Qiyas suatu hukum yang ada
nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan
persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode
membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-
prinsip syari’ah dan kehendak syari (Allah). Bila tidak ada
nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih
luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip
ajaran Islam tersebut.

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah
dilaksanakan oleh lembaga ahl al-hall wa al ‘agd. Kemudian
dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya
mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk
melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (al-
sulthah al-tanfidziyah). Di sini negara memiliki kewenangan
untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-
undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini,
negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan
dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan
dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana
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tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara)
dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri)
yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang
berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya.
Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh
menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam,
kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai
dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan
perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga
legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (al-
sulthah al-qadha’iyah). Dalam sejarah Islam, kekuasaan
lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga
peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran
ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis,
wilayah al-gadha’ (lembaga peradilan yang memutuskan
perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata
maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan
yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara
dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan
politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-
hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar
HAM rakyat).3!

Berdasarkan teori siyasah dusturiyah di atas, penulis
ingin menilai Tinjauan Siyasah Dusturiysah Terhadap Peran
Badan Pertanahan Nasional Dalam Menanggulangi
Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan Sawit Tanjung Aur II
(Studi Kasus Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Bengkulu Selatan), tentang sejauh mana kinerja dari dinas
Badan Pertanahan Nasional mengenai tentang konflik lahan
perkebunan sawit, serta dapat diajuhkan sebagai solusi yang

31 Muhammad Iqgbal, Kontekstualisasi Doktrin ..., h 157-158
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baik mengenai tugas, fungsi dan wewenang dalam
menjalankan tugas-tugas yang telah diamanahkan.



